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KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/728 /BAPPELITBANGDA
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang D a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan
pelayanan publik yang sederhana cepat, tuntas dan
terkoordinasi, maka perlu menunjuk Petugas
Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Penunjukan Petugas Administrator Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR) pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Catatan :

» UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




Catatan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional (Berita Negara Republik Indonsia Tahun
2014 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020
tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahu 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
281);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2025);

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001 /2026
tentang Pengesahan  Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan,

» UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU :  Menunjuk

1. Muhammad Rezki Ramadhan, S.STP., M.H (Jabatan :
Perencana Ahli Pertama, NIP : 199701282019081001)

2. Arfiani, S.E (Jabatan : Penata Layanan Operasional,
NIP: 198112022025212013) sebagai Petugas
Administartor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online (LAPOR) pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026).

KEDUA :  Tugas Administrator dimaksud pada diktum KESATU
sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);

2. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

3. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan
masyarakat yang diterima, penyebab pengaduan
serta penyelesaian terhadap pengaduan;

4. menyalurkan pengaduan kepada koordinator
Pengelolaan Pengaduan Nasional, Pengelola Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR).

KETIGA :  Semua biaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.

Catatan :

» UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pit. KEPALA BADAN,

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

i‘;;
= Dokumen ini ditandatangani secara digital

IQBAL NADJAMUDDIN

Tembusan :

1.

2
3.
4

Gubernur Sulawesi Selatan;

. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan;
. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

» UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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